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Ekonomi sebagai disiplin ilmu terus berkembang seiring dinamika kehidupan manusia, baik dalam kajian teori maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan paradigma antara ekonomi umum dan ekonomi Islam, khususnya dalam aspek distribusi kekayaan dan peran zakat sebagai instrumen kontrol terhadap ketimpangan ekonomi modern. dengan merangkum berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada aspek filosofis, prinsip dasar, mekanisme sistem, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi modern yang berorientasi pada pertumbuhan dan akumulasi modal cenderung melahirkan ketimpangan sosial, konsentrasi kekayaan, dan krisis moral ekonomi. Sementara itu, ekonomi Islam menawarkan sistem distribusi kekayaan yang lebih berkeadilan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi ekonomi dan penguatan solidaritas sosial.
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1. Pendahuluan

Ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga menyangkut tata kelola sumber daya, distribusi kekayaan, serta keadilan sosial. Dalam perspektif klasik, ekonomi dipahami sebagai mekanisme pasar yang mampu mengatur dirinya sendiri melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Smith (2007) menegaskan bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadi justru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui mekanisme invisible hand. Pandangan ini menjadi dasar bagi berkembangnya ekonomi konvensional yang menekankan efisiensi dan kebebasan pasar.

Seiring perkembangan ilmu ekonomi, pendekatan ini mengalami penyempurnaan yaitu ekonomi modern tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada distribusi dan kesejahteraan sosial (Samuelson & Nordhaus, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi konvensional mulai mengakomodasi dimensi sosial, meskipun tetap berakar pada rasionalitas individu, berbagai kritik muncul terhadap ekonomi konvensional yang dianggap terlalu materialistik dan mengabaikan nilai moral. Oleh karena itu ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan dan keberkahan. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap ekonomi Islam semakin meningkat, terutama setelah terjadinya berbagai krisis ekonomi global yang menunjukkan kelemahan sistem konvensional. Banyak penelitian mencoba mengkaji apakah ekonomi Islam dapat menjadi alternatif atau bahkan solusi terhadap permasalahan ekonomi modern. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana kedua sistem ini dapat dipahami secara komprehensif, baik dari sisi teori maupun implementasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membandingkan, tetapi juga mensintesis hasil penelitian terdahulu serta mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu dikembangkan.

2. Tinjauan Pustaka
Alfred Marshall (1890/2009). Mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam kegiatan hidup sehari-hari, terutama mengenai bagaimana manusia memperoleh pendapatan dan menggunakan pendapatan tersebut untuk mencapai kesejahteraan. Definisi ini kemudian disempurnakan oleh Robbins (1932) yang menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tujuan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dengan demikian, ekonomi umum atau konvensional berfokus pada efisiensi, rasionalitas, dan optimalisasi sumber daya. Dalam penelitian modern, konsep ekonomi sosial dan ekonomi berkelanjutan mulai berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan krisis kemanusiaan akibat sistem ekonomi yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan material. Penelitian yang dilakukan oleh Joseph Stiglitz (2012), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat apabila distribusi kekayaan tidak berjalan secara adil.
Sementara itu, ekonomi Islam memiliki pengertian yang lebih luas karena tidak hanya membahas aspek material, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Menurut Chapra (2000)), ekonomi Islam adalah ilmu yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia (falah) melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Definisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberkahan. Hal serupa dikemukakan oleh Kahf, (1992), ekonomi Islam adalah kajian tentang perilaku ekonomi manusia berdasarkan nilai moral Islam yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnia et al., (2025) mengenai distribusi zakat di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat dan dana kebajikan menjadi indikator penting dalam optimalisasi fungsi sosial perbankan syariah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam memiliki pendekatan yang lebih luas dibandingkan ekonomi konvensional karena tidak hanya menekankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga fungsi sosial kemasyarakatan. Putra (2022) pada penelitianya menjelaskan bahwa ukuran bank, pembiayaan investasi, dan Islamicity Performance Index memiliki hubungan dengan penerimaan zakat perbankan syariah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa semakin baik performa lembaga keuangan syariah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap fungsi sosial ekonomi Islam. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak ditemukan secara dominan dalam ekonomi konvensional. Kato, (2022) dalam penelitianya menemukan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki potensi mengurangi ketimpangan ekonomi melalui larangan riba dan penerapan distribusi kekayaan berbasis zakat dan wakaf. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa model ekonomi Islam lebih mampu menahan laju peningkatan indeks ketimpangan dibandingkan model kapitalisme berbasis bunga. Penelitian mengenai ketimpangan ekonomi dan sedekah islam Sabzian et al., (2018) yang menunjukkan bahwa mekanisme sedekah dan redistribusi dalam Islam dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang aktivitas pasar, tetapi juga pembangunan solidaritas sosial dan kesejahteraan kolektif.
2.1 Konsep Dasar Ekonomi Umum
Konsep dasar ekonomi umum dibangun di atas asumsi rasionalitas manusia. Dalam teori ekonomi klasik dan neoklasik, manusia dianggap sebagai individu rasional yang selalu berusaha memaksimalkan utilitas atau keuntungan. Konsep ini dikenal dengan istilah homo economicus. Samuelson & Nordhaus (2010), menjelaskan bahwa setiap keputusan ekonomi didasarkan pada perbandingan antara biaya dan manfaat untuk mencapai efisiensi optimal. Konsep rasionalitas kemudian melahirkan teori utilitas yang menjelaskan bahwa konsumen akan memilih barang atau jasa yang memberikan kepuasan terbesar. Dalam teori ini, perilaku manusia dipandang dapat diukur dan diprediksi melalui preferensi serta tingkat kepuasan. Selain teori utilitas, ekonomi umum juga mengenal teori permintaan dan penawaran yang menjelaskan bagaimana harga terbentuk melalui interaksi pasar. Harga dianggap sebagai instrumen utama dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien.
Di samping itu, ekonomi konvensional juga sangat dipengaruhi oleh teori kapitalisme yang berkembang pesat sejak revolusi industri. Kapitalisme menekankan hak kepemilikan individu, kebebasan pasar, dan minimnya campur tangan pemerintah. Namun, sistem ini sering dikritik karena menghasilkan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Karl Marx (1867), mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang cenderung mengeksploitasi kelas pekerja demi keuntungan pemilik modal. Kritik Marx menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Selain teori kapitalisme, ekonomi umum juga berkembang melalui teori Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan secara otomatis sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam kondisi krisis dan pengangguran (Keynes, 1936). Pemikiran Keynes menjadi dasar bagi kebijakan fiskal dan moneter modern yang digunakan banyak negara hingga saat ini. Dalam perkembangan modern, ekonomi konvensional juga melahirkan teori kesejahteraan (welfare economics) yang mencoba menggabungkan efisiensi ekonomi dengan pemerataan sosial. Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat (Sen, 1999) . Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari ekonomi yang semata-mata materialistik menuju ekonomi yang lebih manusiawi.
2.2 Konsep Dasar Ekonomi Islam
Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi, harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah Swt. Konsep ini melahirkan kesadaran bahwa kepemilikan manusia terhadap harta bersifat relatif karena hakikat kepemilikan mutlak hanya milik Allah.
Selain tauhid, konsep keadilan (adl) menjadi fondasi penting dalam ekonomi Islam. Siddiqi (2004), menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil agar tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba, monopoli, penimbunan, dan spekulasi yang dianggap merusak keseimbangan ekonomi.
Konsep lain yang sangat penting adalah keseimbangan (tawazun). Dalam ekonomi Islam, manusia didorong untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial, serta kebutuhan dunia dan akhirat. Mannan (1997), mengatakan bahwa keseimbangan ini diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Ekonomi Islam juga mengenal konsep falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengukur kesejahteraan melalui pendapatan dan konsumsi, ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai kondisi yang mencakup ketenangan jiwa, keadilan sosial, dan keberkahan hidup. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan secara halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jpendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur berbagai sumber tertulis seperti, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis berbagai konsep dan teori mengenai ekonomi umum dan ekonomi Islam tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan karakteristik, prinsip, dan implementasi kedua sistem ekonomi tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan ekonomi umum dan ekonomi Islam berdasarkan literatur yang telah ada.


4. Hasil dan Pembahasan
4.1  Perbedaan Paradigma Ekonomi Umum dan Ekonomi Islam dalam Memandang Kesejahteraan
Pembahasan mengenai ekonomi umum dan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari perbedaan paradigma dasar yang melandasi kedua sistem tersebut. Ekonomi umum pada dasarnya dibangun di atas paradigma materialisme dan rasionalitas individu. Dalam sistem ini, keberhasilan ekonomi umumnya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, tingkat konsumsi, dan efisiensi pasar. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional lebih banyak dikaitkan dengan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan materialnya. Namun, berbagai penelitian modern menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan sosial secara merata. Banyak negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru mengalami ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, dan krisis moral dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan ekonomi konvensional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan memiliki keterbatasan dalam menciptakan kesejahteraan yang bersifat menyeluruh.
Sebaliknya, ekonomi Islam memandang kesejahteraan bukan hanya dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah falah, yaitu keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah yang memiliki amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Harta tidak dianggap sebagai kepemilikan mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Konsep ini melahirkan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi sehingga setiap individu tidak hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi, tetapi juga dampak sosial dari tindakannya. 
Kebaruan pembahasan dalam penelitian ini adalah penekanan bahwa ekonomi Islam sebenarnya tidak hanya menawarkan sistem ekonomi alternatif, tetapi juga paradigma pembangunan peradaban. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas ekonomi Islam dalam konteks lembaga keuangan syariah dan larangan riba dari sudut pandang hukum Islam sedangkan penelitian ini menempatkan larangan tersebut sebagai mekanisme preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang kemudian menempatkan ekonomi Islam sebagai sistem nilai yang mampu membentuk pola perilaku ekonomi masyarakat secara lebih etis dan berkeadilan.
Berdasarkan penelitian bahwa persoalan utama dalam ekonomi modern adalah meningkatnya ketimpangan sosial akibat distribusi kekayaan yang tidak merata. Sistem ekonomi kapitalis cenderung menyebabkan akumulasi modal pada kelompok tertentu, Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi konvensional, distribusi kekayaan pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sistem pasar diyakini mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam perspektif kapitalisme klasik, individu diberikan kebebasan penuh untuk memiliki modal, melakukan investasi, dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Adam Smith berpendapat bahwa ketika setiap individu berusaha mengejar kepentingan pribadinya, maka secara tidak langsung masyarakat juga akan memperoleh manfaat melalui mekanisme pasar (Smith, 2007). Pemikiran ini menjadi dasar berkembangnya sistem ekonomi kapitalis modern.
Namun dalam praktiknya, distribusi kekayaan dalam ekonomi modern seringkali menghasilkan ketimpangan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan pendapatan. Banyak negara maju mengalami peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi pada saat yang sama jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang adil. Fenomena ketimpangan ini menjadi salah satu kritik utama terhadap sistem kapitalisme modern. Fakta menunjukan pekerja seringkali tidak memperoleh nilai yang sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan karena sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pemilik modal. Kritik tersebut masih relevan hingga saat ini, terutama ketika banyak perusahaan besar global menguasai sebagian besar aset ekonomi dunia sementara masyarakat kecil tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Globalisasi membuka peluang pasar yang luas, tetapi pada saat yang sama menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara perusahaan besar dan usaha kecil. Negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi dan modal besar cenderung mendominasi perdagangan internasional, sementara negara berkembang seringkali hanya menjadi pasar konsumsi dan penyedia bahan mentah.
Permasalahan distribusi kekayaan juga semakin kompleks dengan munculnya budaya konsumerisme dalam ekonomi modern. Sistem kapitalisme mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan konsumsi sebagai indikator keberhasilan ekonomi. Media dan industri periklanan memainkan peran besar dalam membentuk gaya hidup konsumtif yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, sebagian besar kekayaan berputar pada kelompok industri besar. Berbagai penelitian modern menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi kekayaan dapat menimbulkan dampak sosial yang serius. Ketimpangan ekonomi tidak hanya menyebabkan kemiskinan, tetapi juga memicu meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, pengangguran, hingga ketidakstabilan politik
4.2  Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam sebagai Kontrol terhadap Ekonomi Modern

Dalam Al-Qur’an, prinsip distribusi kekayaan ditegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap sirkulasi ekonomi yang sehat dan inklusif. Oleh sebab itu, ekonomi Islam membangun berbagai instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dan ekonomi terhadap ketimpangan modern.

Secara filosofis zakat lahir dari prinsip bahwa harta tidak boleh hanya berputar pada kelompok tertentu saja. Zakat  memiliki fungsi ekonomi yang sangat strategis, zakat dalam Islam tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi spiritual dan sosial. Dalam ekonomi Islam, zakat mengajarkan bahwa sebagian harta harus didistribusikan untuk kepentingan sosial sehingga manusia tidak terjebak dalam sifat tamak dan egoisme ekonomi.   Kebaruan dalam pembahasan ini adalah penekanan bahwa zakat dapat diposisikan sebagai instrumen kontrol terhadap kapitalisme modern, zakat memiliki konsep yang jauh lebih luas dibandingkan bantuan sosial biasa. Bantuan sosial dalam ekonomi modern umumnya bersifat sementara dan bergantung pada kebijakan pemerintah, sedangkan zakat merupakan kewajiban yang memiliki landasan spiritual sehingga pelaksanaannya bersifat berkelanjutan. Hal ini menjadikan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki kekuatan moral sekaligus ekonomi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang lain, maka akan tercipta sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Kemiskinan dalam ekonomi modern sering kali tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Dalam konteks ini, zakat dapat diarahkan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi produktif.
Distribusi zakat produktif dapat dilakukan melalui pemberian modal usaha hingga pembiayaan sektor pertanian dan perdagangan kecil. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya menyelesaikan masalah kemiskinan jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu kelemahan sistem bantuan sosial modern adalah sifatnya yang sering menciptakan ketergantungan. Dalam era digital, pengelolaan zakat memiliki peluang besar untuk berkembang lebih efektif melalui teknologi. Digitalisasi zakat memungkinkan penghimpunan dan distribusi dana dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Platform zakat digital juga dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas filantropi Islam. 

Instrumen selanjutnya adalah Infak dan sedekah merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan memiliki ketentuan tertentu, infak dan sedekah bersifat sukarela sehingga pelaksanaannya lebih fleksibel sesuai kemampuan individu. Dalam praktiknya, infak dipahami sebagai pengeluaran sebagian harta untuk kepentingan yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berupa materi, tetapi juga dapat berbentuk bantuan tenaga, pemikiran, maupun tindakan sosial lainnya. Keberadaan infak dan sedekah menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada aktivitas produksi dan konsumsi, tetapi juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam konteks ekonomi, infak dan sedekah memiliki peran penting dalam membantu distribusi kekayaan di masyarakat. Dana yang dihimpun melalui infak dan sedekah dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin, mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas umum, hingga pemberdayaan usaha kecil. Dengan demikian, infak dan sedekah menjadi mekanisme sosial yang dapat memperkuat pemerataan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, praktik infak dan sedekah juga mampu meningkatkan perputaran ekonomi karena dana yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen sosial dalam ekonomi Islam memiliki dampak tidak hanya pada aspek spiritual, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi masyarakat secara umum.

Wakaf dipahami sebagai penyerahan sebagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umum dan bernilai ibadah. Berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah yang umumnya bersifat konsumtif atau jangka pendek, wakaf memiliki karakter produktif dan berorientasi jangka panjang karena pokok harta wakaf tetap dipertahankan, sementara manfaatnya terus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah menjadi sumber utama pembiayaan berbagai fasilitas sosial seperti masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, perpustakaan, hingga sarana umum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ekonomi modern, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan usaha mikro masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif juga dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Selain itu wakaf dapat menjadi alternatif pembiayaan sosial yang relatif stabil karena tidak bergantung pada mekanisme bunga maupun utang. Dengan demikian, wakaf memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi ketimpangan sosial dan keterbatasan anggaran pembangunan.
Perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern juga memberikan peluang baru dalam pengembangan wakaf, terutama melalui konsep wakaf tunai dan digitalisasi pengelolaan wakaf. Saat ini, masyarakat dapat melakukan wakaf melalui platform digital dan lembaga keuangan syariah sehingga proses penghimpunan dana menjadi lebih mudah dan menjangkau lebih banyak kalangan. Penggunaan teknologi juga memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam ekonomi Islam memiliki fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai instrumen redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi produktif, penguatan solidaritas sosial, stabilisasi ekonomi, hingga kontrol moral terhadap kapitalisme modern. Hal ini menunjukkan bahwa 4 instrumen tersebut bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan
Ekonomi umum dan ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan paradigma. Ekonomi umum lebih menekankan pertumbuhan, efisiensi, dan kebebasan pasar, sedangkan ekonomi Islam mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai moral, spiritual, dan keadilan sosial. Berbagai persoalan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, penumpukan kekayaan, krisis finansial, dan budaya konsumtif menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang melalui prinsip keadilan, larangan riba, sistem bagi hasil, serta distribusi kekayaan yang terstruktur melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Zakat menjadi instrumen penting dalam ekonomi Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat sebagai kontrol terhadap sistem ekonomi modern, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan krisis moral ekonomi. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi Islam melalui digitalisasi zakat dan pengembangan fintech syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan di masa depan.

Funding: This research received no external funding.

Referensi

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? International Journal of Bank Marketing, 25(3), 142–160. 
Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
Kahf, M. (1992). Islamic economics: Analytical study of the functioning of the Islamic economic system. Islamic Research Institute.
Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. ArXiv Preprint.
Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan.
Khusnia, A. K., Istiqomah, I. P., & Izaty, S. S. (2025). Effectiveness of zakat and benevolent fund distribution: Evidence from Bank Syariah Indonesia (2021–2023). Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 5(1), 45–58.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya
Marx, K. (1990). Capital: A critique of political economy (B. Fowkes, Trans., Vol. 1). Penguin Books. (Original work published 1867)
Mannan, M. A. (1997). Islamic economics: Theory and practice. Ashraf Press.
Putra, R. N. A. (2022). Bank size, investment financing, Islamicity performance index dan penerimaan zakat perbankan syariah. Journal of Business Management and Islamic Banking, 1(1), 78–90.
Qaradawi, Y. (2000). Fiqh az-zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of the Qur’an and Sunnah (Vol. 1). Dar Al-Taqwa.
Robbins, L. (1932). An essay on the nature and significance of economic science. Macmillan.
Sabzian, H., Aliahmadi, A., Azar, A., & Mirzaee, M. (2018). Economic inequality and Islamic charity: An exploratory agent-based modeling approach. ArXiv Preprint.
Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics (19th ed.). McGraw-Hill Education.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Siddiqi, M. N. (2004). Riba, bank interest and the rationale of its prohibition. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
Smith, A. (2007). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. MetaLibri Digital Library.





3

image1.jpeg
KIIES 5.0

O




